
WALIKOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 1 TAHUN 2019 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA GORONTALO, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu mengatur tata 

cara penyaluran, pencairan dan pemanfaatan; 

b. bahwa guna tertibnya penyaluran, pencairan dian pemanfaatan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja E>aerah Tsihun 

Anggaran 2019 perlu Petunjuk Teknis; 

c. bahwa berciasarkan pertimbangan sebagaimana dimalisud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan 

Walikota Gorontalo tenteing Petunjuk Teknis Pelaksaiiaan 

Anggarsm dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat I I di Sulawesi (Lembaran Ne;gara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebcis dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 19i99 Nomor 75, Tambahan L€:mbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukiin Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 
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4. Undang-Undeing Nomor 17 Tahun 2003 tentsjig Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) ; 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembjiran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rep)ublik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah tenikhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lemt)aran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi IXeuangan Daerah (Lembaran ^^egara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran N(;gara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); I 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunem dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4594); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan liCeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

16. Peraturan l^emerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran INegara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambihan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165; 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tenlang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5219); 

20. Peraturan Pe;merintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan y\nggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6050); 

22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keujangan Da(;rah, 

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Be]!anja 

Penunjang Operasional Pimpinan DPRD se;rta Tata Cara 

Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana 

Operasional; 

25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M.2007 

tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara serta 

tambahan penjelasan lainnya. 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas IPenyelenggaxaan 

Pemerintahem Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah; 

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07 Tahun 2011 

tentang Pedoman Umum dan alokasi Dana Alokasi Khusus; 
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29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daei'ah, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); i 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Pencirapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 

Akrual Pada IPemerintah Daerah; 

3 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2015; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2018 

tentang Pedioman Pembentukan Unit Kerja Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemr^rintah Provinsi 

dan Kabupaten/Kota 

33. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendahar-aan 

Nomor 19/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Dan 

Pengembalian Uang Muka Atas Beban Anggar an Pendapatan 

Dan Belanja Negara 

34. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 

(Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 8); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PETUNJUK 

TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. 

BAB I ! 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo; 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyekmggaraan Pemerintah Daerah; 
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4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Gorontalo; 

5. Sekretaris Daerah adalah Bioordinator pengelolaan keuangan daerah; 

6. Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang disingkat PPKD adalah Pengguna 

Anggaran Belanja Tidak Terduga; 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 

8. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah adalah Kepala 

Bagian, pada Dinas dan Badan; adalah Kepala Bidang d£in atau Kepala 

Seksi; 

9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 

pejabat pada unit kerja perangkat daerah yang melakssmrikan satu atau 

beberapa kegiatan dari su£itu program sesuai dengan bidang tugasnya; 

10. Bendahiira Umum Daerah. yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat 

Pengelola Keuangan Dacirah yang bertindak dalam kapasitas sebagai 

Bendah;ara Umum Daerah; 

11. Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 

menerima, penyimpan, menyetor, menata usaha dab mempertang^jung 

jawabksm uang pendapahm daerah dalam rangka pelaksanaan APBD jDada 

Perangkat Daerah; 

12. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, 

menyimpan membayarkan menata usahakan dan mempertangj^ung 

jawabkim uang untuk keperluan belanja daerah dalam rang;ka pelaksanaan 

APBD pada Perangkat Daerah; 

13. Angggai-an Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo. 

BAB I I 

PETUNJUi : TEKNIS PELAKSANAAN APBD 

TAHUN ANGGARAN 2019. 

Pasal 2 

Petunjuk teknis pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yeing merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan V/alikota ini. 
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Pasal 3 

Setiap Penmgkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dalam 

Pelaksanaan Program kerja dan kegiatan, wajib berpedoman pada Peraturan 

Walikota ini. 

BAB II I 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan \7alikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap) orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundfingan Peraturan 

Walikota ini dengan penempalannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Goronlialo 

pada tanggal 15 J * » u a r i 2019 

WALIKOTA GORONTALO, 1^ 

TAHA 

Diundangkim di Gorontalo 

pada tanggjil, 15 J a m u a r i 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO, 

ISM MADJID 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR .1 
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